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PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu
menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi tentang Sistem Akreditasi Nasional
Pendidikan Tinggi '

1. Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;

2. Peraturan  Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi;

3. Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis
Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Periode 2016-2021;

S. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua
dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan
Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
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Memperhatikan

Menetapkan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
344 /M/KPT/2016 tentang Perubahan
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis
Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode
2016-2021;

Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di
Jakarta Tanggal 10 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG SISTEM AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SAN-Dikti)

Pasal 1

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

(1) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 001 Tahun 2016 tanggal 24 Juni
2016 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2017
.
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Dwiwahju Sasongko, Ph.D.
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Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenan-Nya
Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti) telah selesai disusun oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-
Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi.

SAN-Dikti menyajikan kerangka pikir tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi yang
bersifat nasional dan berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai acuan berbagai pihak terkait dan berkepentingan dengan sistem penjaminan mutu
pendidikan tinggi di Indonesia. Buku ini menyajikan konsep perkembangan akreditasi
Pendidikan Tinggi di Indonesia; sistem penjaminan mutu dan akreditasi; maksud, tujuan,
fungsi dan manfaat; asas dan prinsip sistem akreditasi; cakupan akreditasi; penilaian dan
instrumen akreditasi; proses akreditasi; penyelenggara akreditasi; asesor, aliansi strategis
dan pengakuan; serta pembiayaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pendidikan
tinggi di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya buku SAN- Dikti ini akreditasi pendidikan tinggi yang meliputi
akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan lebih
baik dan benar serta lebih efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan tujuan sistem
pendidikan tinggi yang bermutu.

Lebih lanjut, sebagai komitmen, konsistensi, dan kesinambungan jangka panjang dalam
mewujudkan pendidikan tinggi yang berbudaya mutu dan berdaya saing global, BAN-PT
akan menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau blue print sistem akreditasi
Pendidikan Tinggi Indonesia masa depan.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan
penuh dedikasi serta semua pihak yang berkontribusi baik langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan buku SAN-Dikti ini.

]akarta, 10 Maret 2017

=

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.



.  Pendahuluan
A. Latar Belakang

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi menjadi bagian penting dari
pelaksanaan misi tersedianya layanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi rakyat
Indonesia. Pemenuhan layanan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan misi
kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) vyaitu dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar tahun 1945. Tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
layanan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan
bagian tak terpisahkan dari misi perlindungan masyarakat dan kepentingan negara dalam
menyejahterakan kehidupan bangsa.

Pengembangan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi sebagai satu kesatuan sistem
kelembagaan maupun pelembagaan (unified system) dilandasi pada filosofi dan prinsip cara
berpikir manajerial (way of managerial thinking) dalam sistem pengelolaan perguruan
tinggi dan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang integratif, terstruktur, sistematis,
berdaya saing, dan terstandarisasi yang didasarkan pada tata nilai dan etika bangsa.

Unifikasi sistem tersebut memerlukan lembaga yang bertanggungjawab penuh sebagai
single accountable agency dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks berpikir seperti itu, keberadaan
serta peran lembaga mandiri yang memiliki otoritas penuh (single authority) dan
bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sekaligus menjamin pengendalian sistem
akreditasi secara nasional mutlak diperlukan.

Urgensi pengembangan sistem akreditasi nasional adalah untuk merespon dan
mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terkait dengan dunia pendidikan
tinggi (Gambar 1). Perkembangan internal terutama perlunya mengatasi disparitas mutu
pendidikan tinggi di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi
pada tataran global.

Gambar 1 Latar belakang perlunya SAN-Dikti



Selain itu, perkembangan internal terjadi karena adanya perubahan berbagai peraturan
perundang-undangan yang substansinya terkait dengan mutu pendidikan tinggi di
Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ouput dan outcome
perguruan tinggi yang bermutu. Perkembangan internal tersebut antara lain yaitu:

1. Pemberian kewenangan kepada BAN-PT untuk mengembangkan Sistem Akreditasi
(Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012);

2. Akreditasi menjadi prasyarat penting untuk penyelenggaraan program studi di wilayah
hukum Indonesia (pasal 33 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2012);

3. Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah dan gelar (Pasal 28 ayat (3) huruf
a dan ayat (4) huruf a, serta Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2012);

4. Perubahan penyelenggaraan akreditasi pendidikan tinggi oleh BAN-PT yang berwenang
melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan oleh lembaga akreditasi mandiri
yang diberi kewenangan melakukan Akreditasi Program Studi (APS) sebagaimana
dimaksud pada Pasal 55 ayat (4), ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2012; dan

5. Diberlakukannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013).

6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Nomor 100 tahun 2016
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Beberapa perubahan eksternal yang terjadi saat ini dan pada masa depan terkait dengan
mutu dan daya saing pendidikan tinggi meliputi, antara lain: 1) globalisasi yang
membuka peluang beroperasinya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi pendidikan
tinggi asing di Indonesia, 2) perkembangan kecenderungan model akreditasi berbasis
capaian (outcomes), dan 3) akreditasi menjadi sarana atau prasyarat mobilitas dosen dan
mahasiswa (students and staff mobility), pengakuan (recognitions) sistem penjaminan mutu,
kurikulum, ijazah, gelar, dan standarisasi kompetensi. Berbagai perubahan tersebut perlu
diantisipasi dan diakomodasi dalam pengembangan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
Tinggi dalam konteks peningkatan posisi tawar dan daya saing bangsa dalam percaturan
global.

Perubahan internal dan eksternal tersebut menuntut BAN-PT untuk secara sistematis
melakukan penyesuaian dan/atau perubahan sistem akreditasi pendidikan tinggi sebagai
bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pengalaman BAN-PT dalam



pengembangan kerangka konseptual, penyusunan instrumen, pelaksanaan, dan evaluasi
penyelenggaraan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi serta peran aktif
dalam fora penjaminan mutu eksternal di tingkat regional dan internasional selama ini
memberikan bekal yang bermakna bagi BAN-PT untuk merumuskan Sistem Akreditasi
Nasional dalam menghadapi berbagai perubahan di atas. Penguatan Sistem Akreditasi
Nasional Pendidikan Tinggi sangat penting guna menjamin kepastian komitmen,
konsistensi, dan kesinambungan terselenggaranya peningkatan mutu berkelanjutan
sebagai esensi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Secara yuridis, pengembangan SAN-Dikti ini dilakukan sebagai pelaksanaan dari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
yang memberi amanat kepada BAN-PT untuk mengembangkan sistem akreditasi. Sebagai
tindak lanjut dari UU ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perkembangan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia secara legal-formal dimulai sejak
diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Gambar 2). Pasal 46 undang-undang dimaksud menyatakan bahwa
dalam rangka pembinaan satuan pendidikan pemerintah melakukan penilaian setiap satuan
pendidikan secara berkala dan hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat secara
terbuka. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia
pada tahun 1994 mendirikan BAN-PT dengan tugas melaksanakan akreditasi program
dan satuan pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat yang meliputi segi-segi administrasi, kelembagaan, pendidik dan tenaga
kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum
satuan pendidikan.

Merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku saat itu dan hasil studi banding
yang dilakukan ke berbagai negara, BAN-PT merancang sistem akreditasi perguruan tinggi
dan perangkat instrumen akreditasi yang diujicobakan pada tahun 1996-1997. Instrumen
akreditasi yang diuji coba tersebut mencakup empat belas (14) standar akreditasi. BAN-PT
menggunakan instrumen tersebut dalam pelaksanaan akreditasi program studi pada
program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk
perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi keagamaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, secara bertahap BAN-PT memperluas ruang lingkup
akreditasi program studi dengan menyusun perangkat instrumen akreditasi dan
menerapkannya untuk program studi pada program magister pada tahun 1999, program
studi pada program diploma pada tahun 2001, dan program studi doktor pada tahun 2001.
Penilaian evaluasi diri untuk akreditasi program studi pada program pascasarjana (magister
dan doktor) didasarkan pada sistem portfolio. Di samping itu, BAN-PT juga
mengembangkan dan menerapkan perangkat instrumen akreditasi program sarjana
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Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh pada tahun 2006 dan akreditasi perguruan tinggi mulai
tahun 2007.

Pada tahun 2008 BAN-PT melakukan evaluasi instrumen akreditasi berdasarkan hasil
evaluasi akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2007 dan pembelajaran  dari
pengalaman penyelenggaraan akreditasi program studi sejak tahun 1996 hingga tahun
2007. Evaluasi juga dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta mempertimbangkan
pengalaman keanggotaan BAN-PT dalam jejaring badan-badan akreditasi regional dan
internasional. Evaluasi tersebut menghasilkan instrumen akreditasi baru yang sekaligus
merupakan hasil rekonsolidasi dan penyempurnaan instrumen akreditasi sebelumnya.
Instrumen baru yang diberlakukan sejak tahun 2009 menggunakan tujuh (7) standar
penilaian komprehensif atas penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi.

@ Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia diawali sejak
berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

@ Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan
secara berkala dan hasil penilaian diumumkan kepada
masyarakat secara terbuka.

® Pembentukan BAN-PT yanq bertugas melakukan akreditasi
program dan satuan PT negeri dan swasta

@ Ujicoba perangkat instrumen akreditasi untuk program studi
Diploma dan Sarjana

® Penyusunan instrumen akreditasi Magister dan Doktor serta
mengembangkan sistem portfolio

® Pengembangan/Implementasi Perangkat Instrumen Akre-
ditasi program studi jenjang program sarjana Pendidikan
Terbuka dan Jarak Jauh

® Pengembangan/ Imp! tasi Perangkal Instrumen Akredi-
tasi Institusi dengan 15 standar

® Evaluasi instrumen dengan mempertimbangkan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 dan Pera-
turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005

@ Instrumen akreditasi dng 7 standar untuk program studi dan
institusi

@ Akreditasi program studi profesi

® Pengembangan SAN dan instrumen akreditasi dengan 9
kriteria akreditasi

@ Pelak penilaian p han persyaratan minimal
Akreditasi Pembukaan Program studi dan pendirian Perqu-
ruan Tinggi Baru

Gambar 2 Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2007 BAN-PT juga mulai melakukan pengembangan akreditasi program
studi pada program profesi. BAN-PT memprakarsai penyusunan instrumen akreditasi
program studi pada program profesi bekerjasama dengan ikatan profesi dan asosiasi
program studi di bidang terkait seperti profesi akuntan, dokter, dokter spesialis, dokter



gigi, perawat, bidan, apoteker, dokter hewan, guru, dan psikolog. Secara bertahap, dengan
menggunakan instrumen akreditasi program studi pada program profesi yang lebih
spesifik, BAN-PT mulai melakukan akreditasi beberapa program studi pada program
profesi, antara lain akreditasi program studi pada program profesi akuntan pada tahun

2008, program profesi guru pada tahun 2011, dan program profesi apoteker pada tahun
2011.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pembentukan lembaga mandiri untuk
melakukan akreditasi program dan atau satuan pendidikan, sejak tahun 2008 BAN-PT
mempersiapkan pembentukan lembaga mandiri untuk melakukan akreditasi program
studi bekerjasama dengan organisasi profesi dan asosiasi program studi terkait serta
pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan di berbagai negara, pengembangan dan pelaksanaan
akreditasi yang dilakukan BAN-PT juga harus menyesuaikan dengan perkembangan dan
penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI, Indonesian National
Qualification Framework). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaaan di berbagai sektor. KKNI
tersebut memberi informasi kepada pasar kerja mengenai kualifikasi lulusan perguruan
tinggi Indonesia. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mendorong BAN-PT untuk melakukan penyesuaian
instrumen akreditasinya.

Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi mendorong BAN-PT untuk melakukan perubahan signifikan tentang
sistem akreditasi - pendidikan tinggi. Perubahan tersebut berkaitan dengan Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dimana di dalamnya akreditasi sebagai Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal, Standar Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional,
dan penggunaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Dengan latar belakang tersebut dan sejalan dengan perkembangan tata kelola pendidikan
tinggi serta peningkatan kebutuhan pendidikan tinggi yang bermutu, maka BAN-PT
sejak tahun 2013 mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi di
Indonesia dengan 9 kriteria akreditasi yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, mulai
tahun 2015 BAN-PT melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan minimum
akreditasi pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi baru.



Il.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

A. Elemen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memiliki daya saing, relevansi, serta mampu
menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
serta pembangunan bangsa.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti
bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik
dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM Dikti
berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk
mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Kegiatan sistemik sebagaimana dimaksud dalam SPM Dikti adalah terkait kebijakan, sistem
dan prosedur yang dibangun oleh Pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjamin
bahwa mutu program studi dan perguruan tinggi dipertahankan dan ditingkatkan secara
berencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengacu kepada Standar Pendidikan
Tinggi.

Kewajiban pemerintah untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan
sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
Menurut Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
dan

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh
BAN-PT dan atau LAM.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh masing-masing perguruan tinggi dan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk
melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa
perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
yang telah ditetapkan.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu
pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh
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perguruan tinggi, ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau
peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat
akademik perguruan tinggi.

Dalam SPMI ditetapkan kebijakan, standar, dan prosedur oleh perguruan tinggi untuk
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi layanan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan dan standar
tersebut dirumuskan sesuai visi dan misi perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI memiliki siklus
kegiatan yang terdiri atas:

penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

ARSI S

Program studi dan perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan siklus kegiatan tersebut di
atas secara berkelanjutan untuk menjamin dilakukannya proses peningkatan mutu
berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti
adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan
tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah
kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi
dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk
penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-
PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pelaksanaan SPME melalui akreditasi berupa penyusunan kebijakan, kriteria, instrumen
dan prosedur untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu program studi dan
perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti).

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPME yang dilakukan
melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
2. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan



3. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

3. Standar Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, Standar Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi
yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria
minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Standar Nasional
Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal
tentang sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi
yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar
Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian
kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri, bertujuan untuk:

a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa
Indonesia yang berkelanjutan;

b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

¢) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian
perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, penyelenggaraan pembelajaran
berdasarkan kurikulum pada program studi, penyelenggaraan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, pengembangan dan penyelenggaraan SPMI, dan penetapan kriteria
SPME melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana,



terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global

oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi mengacu pada SN-
Dikti, terdiri atas Standar dalam bidang Akademik dan Standar dalam bidang
Nonakademik yang melampaui SN Dikti. Pelampauan terhadap SN Dikti dapat berupa
pelampauan secara kualitatif (vertikal) maupun secara kuantitatif (horizontal). Pelampauan
secara kualitatif adalah pelampauan atas kadar standar yang ditetapkan SN Dikti.
Pelampauan secara kuantitatif adalah pelampauan atas jumlah standar, yang berarti
penambahan standar di luar yang ditetapkan dalam SN Dikti.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan
dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin
perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah
disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yaitu kumpulan data dan informasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi
secara nasional. Definisi tersebut mengandung arti bahwa PDDikti mencakup PDDikti aras
perguruan tinggi dan PDDikti aras nasional. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan
fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk
pembangunan pendidikan tinggi. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan
Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Perguruan
Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa data yang
valid ke PD-Dikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
Isi laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas:

a) pembelajaran;
b) penelitian; dan
¢) pengabdian masyarakat.

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan,
dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.

Perguruan tinggi harus membangun PDDikti aras perguruan tinggi dengan struktur data
dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PDDikti yang
dibentuk di tingkat Nasional. Data dan informasi pada PDDikti aras perguruan tinggi
terintegrasi kepada PDDikti di tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Pusat Data
dan Informasi Pendidikan Tinggi.







